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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PBMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NtrGARA RBPUBLIK INDONESIA.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2OI7 tentang Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran, perlu menetapkan

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelaj aran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5949);
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3. Peraturarl Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LembararL Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OI1 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor tzI,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 17 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 235);

7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OI3 tentang Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128l';

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 20 1 5 tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 15);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2OI7 tentang

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor

1a5 1);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI4 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 3 1 Tahun 20 15 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor L9 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI5 Nomor L28Z);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL PBNGBMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan

pembebasan sementara bagi pejabat fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran, dikarenakan tidak

dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan

untuk kenaikan pangkatljabatan setingkat lebih tinggi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri

Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor Ol IV/PB 12010 dan Nomor 12 Tahun 2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka

Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan pegawai negeri

sipil yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Keputusan pembebasan sementara bagi pejabat

fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, karena:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat berupa penurunan pangkat;

(1)
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b. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;

c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelaj aran ;

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang

dijalani Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan

Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

OLlVlPBl2OlO dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, dinyatakan

tetap berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan yang

diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor OL lV IPBI2OIA
dan Nomor 12 Tahun 2OIO tentang Petunjuk Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan

Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan

kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan

ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh

Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran.

1n1

Pasal 5

mulai berlaku pada tanggalPeraturan Badan

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 2OLB

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI8 NOMOR 641

Salinan sesuai dengan aslinya
EGAWAIAN NEGARA

Perundang-undangan,

il Kurniatri
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KtrPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLTK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PBTUNJUK PBLAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2OL7 telah ditetapkan

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas al 46 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28

Tahun 2Ol7 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran dan untuk menjamin pembinaan Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran, perlu ditetapkan Peraturan

Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran bertujuan untuk memberikan pedoman kepada

pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat

yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28

Tahun 2OI7 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerjayang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan F ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, peffiindahan, dan

pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat

daerah kabupaten lkota yang meliputi sekretariat daerah,

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan

lembaga teknis daerah.

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan

teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang

berwenang.

Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang

selanjutnya disebut Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah

PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran.

9.
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Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses

analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi,

pengendalian dan evaluasi model teknologi pembelajaran.

Teknologi pembel ajaran adalah studi dan etika praktek untuk

memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan

menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan

sumber daya yang tepat.

Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah adalah

tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang

dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas

yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pengembang

Teknologi Pembelaj aran.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah

rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan danlatau

akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh

Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam rangka pembinaarr

karir yang bersangkutan.

Angka Kredit kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit

minimal yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi

Pembelajaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan

jabatan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,

pengembangan, dan hasil kajianlpenelitian yang disusun oleh

Pengembang Teknologi Pembelajaran baik perorangan atau

kelompok di bidang pengembangan teknologi pembelajaran.

Asosiasi Pengembang Teknologi Pembelajaran Indonesia yang

selanjutnya disingkat APTPI adalah organisasi bagi Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang

merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses

bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat

kerja dalam kondisi tertentu.

16.
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II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yaitu

melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan,

produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk

pengembangan teknologi pembelajaran.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

2. Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama;

b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;

c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya; dan

d. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama.

3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2,

terdiri atas:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama:

1) Penata Muda, golongan ruang III I a; dan

2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIlb.
b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda:

1) Penata, golongan ruang III I c; dan

2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya:

1) Pembina, golongan ruang IV la;
2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama:

1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan

2) Pembina Utama, golongan ruang lY le.
4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing

jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan jumlah Angka

Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
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Contoh:

Sdr. Rahmat, S.Pd., NIP. 199105IO2O15031001, pangkat Penata

Muda, golongan ruang III I a. Yang bersangkutan akan diangkat

dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran,

maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S 1) sebesar 100 (seratus) Angka

Kredit;

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III sebesar 2 (dua)

Angka Kredit;

c. Diklat fungsional di bidang pengembangan teknologi

pembelajaran sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan

d. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi

pembelajaran sebesar 4 (empat) Angka Kredit,

sehingga jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditetapkan sebesar

108 (seratus delapan).

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr.

Rahmat, S.Pd., sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang

dimilikinya yakni Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berdasarkan

jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang menetapkan Angka Kredit, jenjang jabatan dan

pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan

dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Diah Kurniati, S.Pd, NIP. I97107051995032OOI, pangkat

Pembina, golongan ruang IY la, jabatan Kepala Bidang

Pengembangan Teknologi Pembelajaran berbasis Radio, Televisi dan

Film, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelaj aran.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Diah Kurniati,

M.Pd., memperoleh 325 (tiga ratus dua puluh lima) Angka Kredit,

dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S 1) sebesar 100 (seratus) Angka

Kredit;
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b. Diklat fungsionallteknis yang mendukung tugas Pengembang

Teknologi Pembelajaran sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit;

c, Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi

pembelajaran sebesar 160 (seratus enam puluh) Angka Kredit;

d. Pengembangan profesi sebesar 25 (dua puluh lima) Angka

Kredit; dan

e. Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran sebesar

30 (tiga puluh) Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Diah

Kurniati, S. Pd. , sebesar 32 5 (tiga ratus dua puluh lima) , maka

penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan

pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KBGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang

dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a, terdiri

atas:

a. Pendidikan;

b. Pengembangan teknologi pembelajaran; dan

c. Pengembangan profesi.

3. Sub unsur dari u.nsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2,

terdiri atas:

a. Pendidikan, meliputi:

1) Pendidikan formal dan memperoleh tjazah I gelar;

2) Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsionallteknis di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran serta memperoleh Surat

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (ST'|PP) atau sertifikat;

dan

3) Diklat Prajabatan.

b. Pengembangan teknologi pembelajaran, meliputi:

1) Analisis dan pengkajian model teknologi pembelajaran;

2) Perancangan model teknologi pembelajaran;

3) Produksi media pembelajaran;
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4l Penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran;

5) Pengendalian model pembelajaran; dan

6) Evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media

pembelajaran; dan

c. Pengembangan profesi, meliputi:

1) Pembuatan karya tulislkarya ilmiah di bidang pengembangan

teknologi pembelajaran;

2) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran; dan

3) Penyusunan buku pedomar,lketentuan pelaksanaanfketentuan

teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran.

4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b, terdiri

atas:

a. Pengajar/ pelatih pada diklat fungsio nal I teknis di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran;

b. Peran serta dalam seminar/lokakaryalkonferensi di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran;

c. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi;

d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelaj aran ;

e. Perolehan penghargaanltanda jasa; dan

f. Perolehan rj azahlgelar kesarjanaan pendidikan lainnya.

IV. URAIAN KEGIATAN TUGAS MASING-MASING JBNJANG JABATAN

A. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBBLAJARAN PERTAMA/AHLI

PERTAMA

Uraian kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Pertama, meliputi:

1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang

pendidikan untuk pengembangan media pembelajaran (sederhana,

audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);

2. Menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis media

(sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif,

modul);
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3. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis

media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif,

modul);

4. Menyusun pedomar,lpanduan pengelolaan model pembelajaran

berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia

interaktif, modul);

5. Menyusun petunjuk pelaksanaan/ pemanfaatan media

pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia,

multimedia interaktif, modul) ;

6. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM) media pembelajaran

(sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif,

modul);

7 . Menyusun rancangan fiabaran materi (JM) lflowchart/ storyboardl

pengembangan bahan belajar media pembelajaran (sederhana,

audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);

B. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media

sederhana;

9. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media audio;

10. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media video;

1 1. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media

multimedia;

12. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media

multimedia interaktif;

13. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk bahan

belajar mandiri (modul);

14. Melakukan kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk
produksi audio;

15. Melakukan kegiatan rembuk naskah (script confereruce) untuk
produksi video;

16. Melakukan kegiatan rembuk naskah (script confereruce) untuk
produksi multimedia;

17. Melakukan kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk
produksi multimedia interaktif;

18. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran

terhadap media sederhana;
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19. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran

terhadap audio;

20. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran

terhadap video;

2I. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran

terhadap multimedia;

22. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran

terhadap multimedia interaktif;

23. Melakukan kegiatan uji coba prototipa media sederhana'

24. Melakukan kegiatan uji coba prototipa audio;

25. Melakukan kegiatan uji coba prototipa video;

26. Melakukan kegiatan uji coba prototipa multimedia;

27 . Melakukan kegiatan uji coba prototipa multimedia interaktif;

28. Melakukan kegiatan uji coba prototipa bahan belajar mandiri

(modul);

29. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran audio;

30. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran video;

3 1 . Menyusun naskah bahan penyerta media pembel ajaran

multimedia;

32. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia

interaktif;

33. Melaksanakan studi kelayakan untuk pemanfaatan media

pembelajaran;

34. Melaksanakan perintisan untuk pemanfaatan media pembelajaran;

35. Melaksanakan orientasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;

36. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga

kependidikan untuk pemanfataan media pembelajaran;

37 . Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka

pemanfataan media pembel ajaran;

38. Melakukan fasilitasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;

39. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan

media pembelajaran;

40. Mengendalikan f memantau sistem model pembelajaran terhadap

pemanfaatan media pembelaj aran;
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41. Menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan media

pembelajaran;

42. Menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media

pembelajaran; dan

43. Melakukan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;

B. PENGEMBANG TtrKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA

Uraian kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Muda, meliputi:

1 . Menganalisis kebutuhan teknologi pembel ajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk hypermedia pembelajaran;

2. Melakukan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran

(media/model/aplikasi) sebagai anggota tim;

3. Menyusun rancangan model/ aplikasi pembelajaran berbasis

hgpermedia;

4. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis

hypermedia;

5. Menyusun pedomanlpanduan pengelolaan model pembelajaran

berbasrs hgpermedia;

6. Menyusun petunjuk pelaksanaanf pemanfaatan media

pembelaj aran berbas rs hy permedia;

7 . Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIMI hUpermedia;

8. Menyusun rancangan fiabaran materi (JM) lFlowhart/Storyboard\
pengembangan bahan belajar medta hypermedia;

9. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk hgpermedia;

10. Melakukan kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk
produkst hgpermedia;

I 1 . Menyutradarai/ memimpin/ menyelia produksi media pembelajaran

dalam bentuk media sederhana;

12. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran

dalam bentuk audio;

13. Menyutradarai/memimpin I menyelia produksi media pembelajaran

dalam bentuk video;

14. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran

dalam bentuk multimedia;
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15. Menyutradarai/memimpin f rnenyelia produksi media pembelajaran

dalam bentuk multimedia interaktif;

16. Menyutradararf rnemimpin lmenyelia produksi media pembelajaran

dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);

17 . Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran

dalam bentuk hgpermedia;

18. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran

terhadap hApermedia;

19. Melakukan kegiatan uji coba prototipa hApermedia;

20. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran

hypermedia;

21. Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan

hgpennedia;

22. Melaksanakan perintisan dalam rangka pem anfaatan hypermedia;

23. Me laksanakan orientasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia;

24. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga

kependidikan dalam rangka pemanfaatan hypermedia;

25. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka

pe manfaatan hg perme dia;

26. Melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan hgpermedia;

27. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan

hgpermedia;

28. Mengendalikan f rnernantau sistem/model pembelajaran terhadap

pe manfaatan hy perme dia;

29. Menyusr-rn desain evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia;

30. Menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan hgpermedia;

dan

31. Melakukan evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia.

C. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA

Uraian kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Madya, meliputi:

1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk model e-pembelajaran;



-17-

2. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk aplikasi e-pembelajaran;

3. Melakukan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran

(media/model lapltkasi) sebagai ketua tim;

4. Menyusun rancangan model/ aplikasi pembelajaran berbasis e-

pembelajaran;

5. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis

e-pembelajaran;

6. Menyusun pedomanlpanduan pengelolaan model pembelajaran

berbasis e-pembelaj aran ;

7. Menyusun petunjuk pelaksanaanf pemanfaatan media

pembelaj aran berbasis e-pembelajaran;

8. Memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi

informasi dan komunikasi (TIK);

9. Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan

aplikasi/ model e-pembelaj aran ;

10. Melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan aplikasi/model

e-pembelajaran;

11. Melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/model

e-pembelajaran;

12. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga

kependidikan dalam rangka penerapan aplikasi/ model

e-pembelajaran;

13. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan

aplikasi / model e-pembelajaran;

14. Melakukan fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi/model

e-pembelajaran;

15. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka penerapan

aplikasi / model e- pembelaj aran ;

16. Mengendalikan f rnemantau sistem/ model pembel ajaran terhadap

penerapan model epembelajaran;

17 . Mengendalikan/ memantau sistem/ model pembelajaran terhadap

pemanfaatan aplikasi epembelaj aran;

18. Menyusun desain evaluasi untuk penerapan model

e-pembelajaran;
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19. Menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan model

e-pembelajaran; dan

20. Melakukan evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran.

D. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBtrLAJARAN AHLI UTAMA

Uraian kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Utama, meliputi:

1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk model pembelajaran kompleks;

2. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk inovasi teknologi pembelajaran;

3. Menyusun rancangan model/ aplikasi pembelajaran berbasis

pembelajaran kompleks ;

4. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis

pembelaj aran kompleks ;

5. Menyusun pedomarrlpanduan pengelolaan model pembelajaran

berbasis pembelajaran kompleks;

6. Menyusun petunjuk pelaksanaanf pemanfaatan media

pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;

7. Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan

pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;

8. Melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan pembelajaran

kompleks/ inovasi teknologi pembelajaran;

9. Melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan pembelajaran

kompleks / inovasi teknologi pembelajaran;

10. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga

kependidikan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/

inovasi teknologi pembelajaran;

1 1. Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi untuk penerapan

pembelajaran kompleks/ inovasi teknologi pembelajaran;

12. Melakukan fasilitasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/

inovasi teknologi pembelajaran;

13. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka: penerapan

pembelaj aran kompleks/ inovasi teknologi pembel ajaran;
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14. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka melakukan

kolaborasi implementasi model e-pembelajaran;

1 5. Mengendalikan / memantau sistem / model pembelajaran terhadap

penerapan model pembelajaran kompleks;

16. Mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap

penerapan inovasi teknologi pembelajaran;

17 . Menyusun desain evaluasi untuk penerapan model pembelajaran

kompleks;

18. Menyusun desain evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi

pembelajaran;

19. Menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan model

pembelaj aran kompleks;

20, Menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi

pembelajaran;

21. Melakukan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran

kompleks;

22. Melakukan evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi

pembelajaran; dan

23. 
[#ffir_evaluasi 

untuk melakukan evaluasi aplikasi

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBBLAJARAN AHLI PERTAMA

Hasil kerja tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Pertama, meliputi:

1. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang

pendidikan untuk pengembangan media pembelajaran (sederharla,

audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);

2. Rancangan model/ aplikasi pembelajaran berbasis media

(sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif,

modul);

3. Naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis

media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif,

modul);
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4 . Naskah pedom an lpanduan pengelolaan model pembelajaran

berbasis media (sederharra, audio, video, multimedia, multimedia

interaktif, modul);

5. Naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran

berbasis media (sederharra, audio, video, multimedia, multimedia

interaktif, modul);

6. Naskah Garis Besar Isi Media (GBIM) media pembelajaran

(sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif,

modul);

7. Naskah rancangan fiabaran materi (JM) I Flouthart/ Storyboardl

pengembangan bahan belajar media pembelajaran (sederhana,

audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);

8. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;

9. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media audio'

10. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media video;

11. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia;

12. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia

interaktif;

13. Naskah media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri

(modul);

14. Berita acara rembuk naskah (script conference) untuk produksi

audio;

1 5. Berita acara rembuk naskah (script conference) untuk produksi

video;

16. Berita acara rembuk naskah (script conference) untuk produksi

multimedia;

17 . Berita acara rembuk naskah (script conference) untuk produksi

multimedia interaktif;

18. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap media

sederhana;

19. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap audio;

20. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap video;

2L Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap

multimedia;

22. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap

multimedia interaktif;



-2r-

23. Laporan uji coba prototipa media sederhana;

24. Laporan uji coba prototipa audio;

25. Laporan uji coba prototipa video;

26. Laporan uji coba prototipa multimedia;

27 . Laporan uji coba prototipa multimedia interaktif;

28. Laporan uji coba prototipa bahan belajar mandiri (modul);

29. Naskah bahan penyerta media pembelajaran audio;

30. Naskah bahan penyerta media pembelajaran video;

31. Naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia;

32. Naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif;

33. Laporan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media

pembelajaran;

34. Berita acara perintisan dalam rangka pemanfaatan media

pembelajaran;

35. Berita acara orientasi dalam rangka pemanfaatan media

pembelajaran;

36. Surat keterangan melakukan kegiatan pembimbingan pada

pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfataan

media pembelajaran;

37 . Surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam

rangka pemanfataan media pembelajaran;

38. Berita acara melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan

media pembelajaran;

39. Laporan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan media

pembelajaran;

40. Laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran

terhadap pemanfaatan media pembelajaran;

41. Desain evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;

42. Instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran; dan

43. Laporan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;

B. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA

Rincian hasil kerja tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ahli Muda, meliputi:

1. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk hypermedia pembelajaran;
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2. Laporan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran

(media/model laplikasi) sebagai anggota tim;

3. Rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia;

4. Naskah standar layanan model/ aplikasi pembelajaran berbasis

hypermedia;

5. Naskah pedom an lpanduan pengelolaan model pembel ajaran

berbasts hgpermedia;

6. Naskah petunjuk pelaksanaanf pemanfaatan media pembelajaran

berbasts hgpermedia;

7. Naskah Garis Besar Isi Media (GBIMI hapermedia;

B. Naskah rancangan fiabaran materi (JM) I Flowchart/ Storyboard)

pengembangan bahan belajar media hgpermedia;

9. Naskah media pembelajaran dalam bentuk hypermedia;

10. Berita acara kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk
produksi hypermedia;

1 1. Surat keterangan men5rutradarai/memimpin/ menyelia produksi

media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;

12. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi

media pembelajaran dalam bentuk audio;

13. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi

media pembelajaran dalam bentuk video;

14. Surat keterangan menyutradarai/ memimpin/ menyelia produksi

media pembelajaran dalam bentuk multimedia;

15. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi

media pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif;

16. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi

media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);

L7. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi

media pembelajaran dalam bentuk hgpermedia;

18. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap

hgperunedia;

19. Laporan uji coba prototipe hypermedia;

20. Naskah bahan penyerta media pembelajaran hypermedia;

2L Laporan studi kelayakan untuk pemanfaatan hypermedia;

22. Berita acara perintisan untuk pemanfaatan hgpermedia;

23. Berita acara orientasi untuk pemanfaatan hypermedia;
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24. Surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau

tenaga kependidikan dalam rangka pemanfaatan hypermedia;

25. Surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam

rangka pemanfaatan hypermedia;

26. Berita acara fasilitasi untuk pemanfaatan hgpermedia;

27 . Laporan sosialisasi model untuk pemanfaatan hypermed.ia;

28. Laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran

terhadap pemanfaatan hypermedia;

29. Desain evaluasi untuk pemanfaatan hApermedia;

30. Instrumen evaluasi untuk pemanfaatan hgpermedia; dan

31. Laporan evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia;

C. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA

Hasil kerja tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Madya, meliputi:

1. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk model;

2. Laporan analisis kebutuhan teknologi e-pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk aplikasi e-pembelajaran;

3. Laporan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran

(media/model laphkasi) sebagai ketua tim;

4. Rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis epembelajaran;

5. Naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-

pembelajaran;

6. Naskah pedomar'lpanduan pengelolaan model pembelajaran

berbasis e - pembelaj aran ;

7. Naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran

berbasis e-pembelajaran;

8. Surat keterangan memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran

berbasis TIK;

9. Laporan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi/model

e-pembelajaran;

10. Berita acara perintisan dalam rangka penerapan aplikasi/model

e-pembelajaran;
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1 1 . Berita acara orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model

e-pembelajaran;

12. Surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau

tenaga kependidikan dalam rangka penerapan aplikasi/ model

e-pemb elajaran;

13. Surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam

rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;

14. Berita acara fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model

e-pembelajaran;

15. Laporan sosialisasi model dalam rangka penerapan aplikasi/model

e-pembelajaran;

16. Laporan pengendalian f pemantauan sistem model pembelajaran

terhadap penerapan model e-pembelajaran;

17. Laporan pengendalianlpemantauan sistem model pembelajaran

terhadap pemanfaatan aplikasi e-pembelajaran;

18. Desain evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran;

D. Instrumen evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran; dan

20. Laporan evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran;

D. PENGEMBANG TBKNOLOGI PBMBELAJARAN AHLI UTAMA

Hasil kerja tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Utama, meliputi:

1. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk model pembelajaran kompleks;

2. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan untuk inovasi teknologi pembelajaran;

3. Rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran

kompleks;

4. Naskah standar layanan model/ aplikasi pembelajaran berbasis

pembelajaran kompleks;

5. Naskah pedomarrlpanduan pengelolaan model pembelajaran

berbasis pembelajaran kompleks;

6. Naskah petunjuk pelaksanaanf pemanfaatan media pembelajaran

berbasis pembelajaran kompleks;
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7 . Laporan studi kelayakan untuk penerapan pembelajaran

kompleks/ inovasi teknologi pembelajaran;

B. Berita acara perintisan untuk penerapan pembelajaran

kompleks/ inovasi teknologi pembelajaran;

9. Berita acara orientasi untuk penerapan pembel ajaran

kompleks / inovasi teknologi pembelajaran;

10. Surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau

tenaga kependidikan untuk penerapan pembelajaran

kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;

I 1. Surat keterangan melakukan kegiatan pelayanan konsultasi untuk

penerapan pembelaj aran kompleks / inovasi teknologi

pembelajaran;

12. Berita acara fasilitasi untuk penerapan pembelajaran

kompleks / inovasi teknologi pembelajaran;

13. Laporan sosialisasi model untuk penerapan pembelajaran

kompleks/ inovasi teknologi pembelajaran;

14. Laporan sosialisasi model untuk melakukan kolaborasi

implementasi model e-pembelajaran;

15. Laporan pengendalian f pemantauan sistem/ model pembelajaran

terhadap penerapan model pembel ajaran kompleks;

16. Laporan pengendalian f pemantauan sistem/ model pembel ajaran

terhadap penerapan inovasi teknologi pembelajaran;

17. Desain evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;

18. Desain evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;

19. Instrumen evaluasi untuk penerapan model pembelajaran

kompleks;

20. Instrumen evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi

pembelajaran;

21. Laporan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;

22. Laporan evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;

dan

23. Laporan evaluasi untuk melakukan evaluasi aplikasi e-

pembelajaran.
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VI. PBNILAIAN ANGKA KRBDIT BAGI PENGEMBANG TBKNOLOGI

PEMBELAJARAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN

JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengembang Teknologi

Pembelajaran untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang

jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pengembang

Teknologi Pembelajaran lain yang berada satu tingkat di atas atau satu

tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan

tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit

kerja yang bersangkutan,

2. Dalam hal unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Pengembang

Teknologi Pembel ajaran yang volume beban tugasnya melebihi

kebutuhan jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran, maka

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang berada satu tingkat di atas

atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan

unit kerja yang bersangkutan.

3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas satu

tingkat di atas jenjang jabatanny&, Angka Kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar BO% (delapan puluh perseratus) dari Angka

Kredit setiap butir kegiatan, yang tercantum pada Lampiran I

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OI7 .

Contoh:

Sdr. Fahrudin, M.Pd., NIP. I98OO22O2OO503 1001, jabatan

Pengembang Teknologi Pembel ajaran Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d pada Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan (LPMP) Lampung. Yang bersangkutan ditugaskan untuk
menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-

pembelajaran dengan Angka Kredit sebesar 1,55. Kegiatan

dimaksud merupakan tugas jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Fahrudin, M.Pd.,

dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang Ahli

Muda, sebesar 8Oo/o X 1,55 = 1,24.
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b. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas satu

fingkat di bawah jenjang jabatanDya, Angka Kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar IOOo/o (seratus perseratus) dari Angka Kredit

setiap butir kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017.

Contoh:
I

ik* fi llfi:lih# :[Tf:ri trlfi
ditugaskan melakukan kegiatan menyusun naskah media

pembelajaran dalam bentuk media multimedia interaktif dengan

Angka Kredit sebesar 0,86. Kegiatan dimaksud merupakan tugas

labatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sri Zurnaerah, M.Si.,

jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, sebesar

1OO% X 0,86: 0,86.

VII. PEJABAT YANG BERWtrNANG MBNGANGKAT, PENGANGKATAN

PBRTAMA, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN, DAN PENGANGKATAN

MtrLALUI PROMOSI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran ditetapkan oleh:

a. Presiden untuk jenjang jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Utama; dan

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama sampai dengan jenjang

jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1

huruf b dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk
menetapkan pengangkatan Pengembang Teknologi Pembelajaran,

dikecualikan bagi jenjang jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Madya.
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PBNGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran melalui pengangkatan pertama harus memenuhi

syarat:

a. berstatus PNS;

b, memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berrjazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-4) di bidang

pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media,

dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh

Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir.

2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1

merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama yang

telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.

3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat

sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling

lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelaj aran.

4. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

selama masa Calon PNS danlatau PNS selama belum diangkat

dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.

5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga)

tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan

pelatihan fungsional di bidang pengembangan teknologi

pembelajaran.

6. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang belum mengikuti

dan latau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional

sebagaimana dimaksud pada angka 5, diberhentikan dari

jabatannya.
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7 . Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh

formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembel ajaran dapat

dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berrjazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (D-4) di bidang

pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media,

dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh

Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi

pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama

bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;

2. Pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada angka t huruf f, tidak harus secara

terus-menerus.
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Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf h, merupakan

batas usia paling lambat penetapan surat keputusan pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran,

oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6

(enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Husni, M.Pd., NIP. 19630408 1995031001, pangkat Pembina,

golongan rr'ang IV la, menduduki Kepala Bidang Program dan

informasi pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembel ajaran untuk menduduki

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan

Oktober 2OI7 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling

lambat akhir bulan Maret 2OIB, mengingat yang bersangkutan lahir

bulan April 1963.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada

angka 1 yakni sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang

jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak

didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi

didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari

kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Kusdianto, M.Si., NIP. I978O7O52OO2031001, pangkat Pembina,

golongan ruanglV la, jabatan Kepala Sub Bidang Kepala Sub Bidang

Penyiaran dan Pengendalian Bidang PTP Berbasis Radio Televisi dan

Film akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran.

4.

5.

6.
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Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan

kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

1) Diklat fungsionallteknis Jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit;

2) Pelaksanaan tugas pengembangan teknologi pembelajaran

sebesar I45 (seratus empat puluh lima) Angka Kredit; dan

3) Pengembangan profesi sebesar 2O (dua puluh) Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

1) Mengaj ar f melatih di bidang pengembangan teknologi

pembelajaran sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan

2l Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pengembangan

teknologi pembelajaran sebagai peserta sebesar 1 (satu)

Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan

unsur penunjang yakni sebesar 188 (seratus delapan puluh

delapan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan

Magister (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit, jumlah

keseluruhan yakni sebesar 338 (tiga ratus tiga puluh delapan)

Angka Kredit. Oleh karena itu, Sdr. Kusdianto, M.Si., diangkat

dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan

golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat

menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

PBNGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi

manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir:
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2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1

harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PBNGEMBANG TEKNOLO GI PEMBELAJARAN

Ketentuan teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran diatur dengan petunjuk teknis

yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran.

VIII. PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

1. Setiap PNS yang diangkat menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran

wajib dilantik dan diambil sumpah ljanii menurut agama atau

kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Sumpah I janji sebagaimana dimaksud pada angka I berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. SASARAN KBRJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL

PERTAHUN, HUKUMAN DISIPLIN, DAN PENILAIAN KINERJA

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib

men)rusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan

2 nT-r:i:::i"- ;ff::* pemberajaran disusun berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir

kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan

mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi

untuk masing-masing jenjang jabatan.

4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan

lurunan dari penetapan kinerja unit.

s 
:::ff::J::,:ffi:Tl-;:::T:-."*d 

pada angka t harus
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B. TARGBT ANGKA KREDIT

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib memenuhi target Angka

Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling

sedikit:

a. I2,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama;

b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Muda;

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya; dan

d. 50 (lima puluh) untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Utama.

2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri

dari unsur utama non pendidikan formal, meliputi diklat, kegiatan

di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, pengembangan

profesi, dan unsur penunjang.

3. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka I huruf d,

tidak berlaku bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama.

pangkat Pembina Utama, golongan ruanglY le.
4. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, pangkat Pembina

Utama, golongan ruang IY le setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh

lima) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan teknologi

pembelajaran dan pengembangan profesi.

5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

1 . Pengembang Teknologi Pembel ajaran mendapatkan hukuman

disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai

berikut:

a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengembang

Teknologi Pembelajaran yang hanya mencapai 25o/o (dua puluh

lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi

hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-

undangan.
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b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengembang

Teknologi Pembelajarann yang hanya mencapai kurang dari 25%

(dua puluh lima persen) dtjatuhi hukuman disiplin tingkat berat

se suai peraturan perundang-undangan.

Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1,

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang tidak dapat memperoleh

target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf

B angka 1, dan angka 4 diberikan sanksi.

Pemberian sanksi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh

Instansi Pembina.

D. PENILAIAN PRESTASI KBRJA

1. Penilaian prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran mulai 1 Januari

2Ol7 sampai dengan 31 Desember 2OI7 harus dinilai dan

ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018.

2. Penilaian prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan

langsung.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM

PBNILAI, TIM TtrKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran, yaitu:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan

teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Madya dan Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ahli Utama;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka

Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

2.

3.
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Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di

lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi

Pembel ajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi; dan

Sekretaris Daerah KabupatenlKota atau Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten lKota.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit

bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi Pusat di

luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah

Daerah Provinsi/ Kabu paten I Kota;

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

3.

4.

5.
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c. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan

Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

d. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratam a yang ditunjuk untuk Angka

Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di

lingkun gar' Pemerintah Daerah Provinsi; dan

e. Tim Penilai KabupatenlKota bagi Sekretaris Daerah

KabupatenlKota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten lKota.

Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian Angka

Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat, Tim

Penilai Unit Kerja, atau Tim Penilai Pusat.

Dalam hal Tim Penilai KabupatenlKota belum dibentuk, penilaian

Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Kabupaten lKota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang

bersangkutan, Tim Penilai Unit Ker:a, atau Tim Penilai Pusat.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan KebudayaarL

untuk Tim Penilai Unit Kerja;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada Instansi Pusat di luar Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Instansi;

4.
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d. Sekretaris Daerah pada daerah provinsi untuk Tim Penilai

Provinsi; dan

e. Sekretaris Daerah pada KabupatenlKota untuk Tim Penilai

Kabupaten lKota.

5. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi pengembangan teknologi pembelajaran, unsur

kepegawaian, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran,

6. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

7. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a,

paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Madya.

8. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6
huruf b, harus pejabat yang berasal dari unsur kepegawaian pada

unit kerja masing-masing.

9. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c,

paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

10. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/ pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran yang

dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi

kerja Pengembang Teknologi Pembelaj aran;

c. dapat secara aktif melakukan penilaian; dan

d. telah lulus pelatihan Tim Penilai.

1 1. Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

12. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan

secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 1 1,

dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu I (satu)

masa jabatan.

13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau

berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai

dapat melakukan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif
sesuai masa kerja yang tersisa.
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Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua

Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat

dipenuhi dari Pengembang Teknologi Pembelajaran, maka anggota

Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang mempunyai

kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

C. TIM TBKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri

atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan

berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang

diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada

Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan

yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian

tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada

Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila

terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang

memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada

angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kre dit bagi

Pengembang Teknologi Pembel ajaran Ahli Madya dan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi Pusat di

luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah

Daerah Provinsi/ Kabupaten I Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

t4.

15.
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a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat

di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Tugas Tim Penilai Kabupaten lKota, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atau Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit

bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

4.

5.
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E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

XI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PBNETAPAN ANGKA KRBDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi

Pengembang Teknologi Pembelajaran disampaikan oleh pimpinan

unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung

jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan.

2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul

Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pengembang Teknologi

Pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam

Anak Lampiran 3a sampai dengan Anak Lampiran 3d yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pengembang

Teknologi Pembelajaran harus dilampiri, antara lain dengan:

a. surat pernyataan telah mengikuti diklat dan fotocopy bukti-bukti

mengenai rjazah lSurat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

atau sertifikat, dan I atau keterangan yang disahkan oleh pejabat

yang berwen&flg, dibuat menurut contoh formulir tercantum

dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan teknologi

pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam

Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi,

dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak

Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini;



4.

-4t-

d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan

tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran, dibuat menurut

contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.

Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang

bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan

usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang

berwenang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh

formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pengembang

Teknologi Pembelajaran diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat di luar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Daerah

Provinsi/Kabupaten lKota kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Madya dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi

Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten I Kota;

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka

Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian Instansi

Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepada

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran

5.

6.
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Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada

daerah Provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yar,g ditunjuk untuk Angka Kredit bagi

Pengembang Teknologi Pembel ajaran Ahli Pertama dan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi; dan

e. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada

daerah KabupatenlKota kepada Sekretaris Daerah Kabupatenl

Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk
Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota.

Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan

bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat

yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi

Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit Pengembang Teknologi

Pembelajaran dapat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat

Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan 3 (tiga) bulan

sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan

paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;

dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang

bersangkutan.

7.

8.
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Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi

Pembelajaran harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai

berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit yang tercantum

dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah

dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit.

Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Re gional Badan Kepegawaian

Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;

dan

d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

6. Penetapan Angka Kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran,

dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN DAN ANGKA KRBDIT

KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1 . Kenaikan pangkat Pengembang Teknologi Pembel ajaran dapat

dipertimbangkan apabila :

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan

ruang IV/c untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV le,

3.

4.

5.
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ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian.

Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb menjadi

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc ditetapkan

oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas

nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a untuk menjadi

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIllb sampai dengan untuk

menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb, ditetapkan dengan

Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan

setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Kenaikan pangkat PNS Instansi Pusat diluar Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang menduduki jabatan Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I,

golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina

Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan

teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat PNS Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/

Kota yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a untuk
menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
sampai dengan untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara.

4.

5.

6.
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Kenaikan pangkat bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam

jetrjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika

kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Mira, S. Pd. , M . Si. , NIP. 198 1 0505200504200 1 Jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2OI7.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2O2I, Sdr.

Mira, S.Pd., M.Si., memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 405

(empat ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan

pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IVi a, terhitung mulai

tanggal 1 April 2021. Oleh karena itu, sebelum dipertimbangkan

kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan

jabatannya menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Madya.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki Angka Kredit

melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan lpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit

tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan j abatan / pangkat

berikutnya.

Contoh:

Sdri. Ade Agustina, S.T., NIP. 198510162009042010 jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata,

golongan ruang lll I c terhitung mulai tanggal 1 April 2OI7 . Pada

waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c,
yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 210

(dua ratus sepuluh).

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi

pangkat Penata, golongan ruang III I c yaitu 2OO (dua ratus) Angka

Kredit. Dengan demikian Sdri. Ade Agustina, S.T., memiliki

kelebihan 1O (sepuluh) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan

untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pengembang Teknologi Pembelajaran pada tahun pertama telah

memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun

8.

9.
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berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang zooh (dua

puluh perseratus) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang

berasal dari kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran.

Contoh:

Sdri. Setyo Pratiwi, S.Sos., NIP. I983O2IO2OO9032001 jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata,

golongan ruang III I c, terhitung mulai tanggal 1 April 2OI7 dengan

Angka Kredit kumulatif sebe sar 225 (dua ratus dua puluh lima).

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2OI7 sampai

dengan 31 Desember 2OI7, Sdri. Setyo Pratiwi, S.Sos., telah

mengumpulkan Angka Kredit sebesar B0 (delapan puluh) sehingga

dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya yakni sampai

dengan 31 Maret 2OLB telah memiliki Angka Kredit kumulatif yang

dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 (tiga ratus lima)

Angka Kredit.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang

dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi

Penata Tingkat I, golongan ruang lIIld, Sdri. Setyo Pratiwi, S.Sos.,

wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang ZOoh x 100 :20

Angka Kredit.

KBNAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran, dapat

dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Pengembang

Teknologi Pembelajaran dengan ketentuan:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir; dan

d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Madya menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama

ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis

Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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Kenaikan jabatan dari Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Pertama sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli

Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahti Muda yang akan naik

jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Teknologi

Pembelajaran Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling

rendah 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Tatang Kurnia, M.Si., NIP. 198011302005041001, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III / d, jabatan Pengembang

Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, Angka Kredit kumulatif sebesar

3O2 (tiga ratus dua). Pada masa penilaian berikutny&, yang

bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 101 (seratus satu),

dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsionallteknis yang mendukung = 10 Angka Kredit

tugas Pengembang Teknologi

Pembelajaran.

b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan

teknologi pembelaj aran

c. Pengembangan Profesi

1) Membuat Karya Tulis di bidang

pengembangan teknolo gi

: 85 Angka Kredit

: 4 Angka Kredit

pembelajaran dalam bentuk buku
yang dipublikasikan secara nasional

2l Membuat tulisan ilmiah populer di = 2 Angka Kredit

bidang pengembangan teknologi

pembelajaran yang disebarluaskan

melalui media massa

Jumlah keseluruhan Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr.

Tatang Kurnia, M.Si., adalah 3O2 + 101 : 403 (empat ratus tiga)

Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Tatang Kurnia M.Si., telah

memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi

sebesar 6 (enam) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan

jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi serta telah mengikuti dan

lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,

maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan

4.
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Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, pangkat Pembina,

golongan ruan g IV I a.

5. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh

formulir tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat/jabatan bagi

Pengembang Teknologi Pembelajaran terdiri atas:

a. paling kurang BOo/o (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal

dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan

b. paling banyak 2oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari

unsur penunjang.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a,

komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XIII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KBMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan dari jabatannya,

lt":::gundurkan diri dari j abatannya;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran; atau

t. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2 
ffi:ffi ",.ffiT,H:"il#:l::::1"" ff T*,,"T?T",ffi
dalam Anak Lampiran 1 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan dari

jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka t huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat

kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran.
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Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan sementara

sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf b,

dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena

menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud

pada huruf A angka t huruf c, dapat diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, apabila

telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan

diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana

dimaksud pada huruf A angka t huruf d, dapat diangkat kembali

dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran,

apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena

ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf A

angka t huruf e, yakni pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan

Administrasi, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah

dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan

angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang

dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelaj aran.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 4,

dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan

dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan

dapat ditambah dengan Angka Kredit dari ljazaln yang diperoleh dari

tugas belajar serta pengembangan profesi yang diperoleh selama

menjalani pemberhentian dari jabatan.

4.

5.

6.

7.
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8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembel ajaran dibuat menurut contoh

formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIV. PENYESUAIAN I INPASS//VG DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2OI7

tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran,

memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan Pejabat

Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan linpassing dalam Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (D-4) di bidang

pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan

seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi

Pembina;

e. memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi

pembelajaran paling kurang 2 (dua) tahun; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir.

2. Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaianf inpassing dalam Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang tercantum dalam

Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2O 17 tentang Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelaj aran.

3. Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya

berlaku selama masa penyesuaian f inpassing.

4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/ inpassing ditetapkan

berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaianlinpassing yang

tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2OL7
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tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembel ajaran,

dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang I (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1

(satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2

(dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung

3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah

PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud

pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/ inpassing harus

mempertimbangkan kebutuhan j abatan.

PNS yang dalam masa penyesuaian linpassing telah dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuatkanl

inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi

Pembelajaran terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya

agar dalam penyesuaian linpassing telah mempergunakan pangkat

terakhir.

PNS yang telah disesuaikan linpassing dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran untuk kenaikan jabatanlpangkat

setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang

ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan.

Keputusan penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran, ditetapkan oleh pejabat sesuai

peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir

tercantum pada Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

10. Penyesuaianlinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengembang

Teknologi Pembelajaran, harus selesai ditetapkan paling lama pada

tanggal 31 Oktober 2OL9.

XV. UJI KOMPBTENSI

Uji kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan naik

jenjang jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2O2O.

6.

7.

8.

9.
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XVI. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan,

agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara

Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat

penyelesaian.

2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan

sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN 4BPEGAWAIAN NEGARA

D ire ktu t f1rdrfr3i'^t, Pe run d an g- un d an gan,

<(
(Il

*
a i/,/

urniatri
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ANAK LAMPIRAN 1

PBRATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

KBPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
M E NTE RI / PI MPI NAN LPNK/ G UBERNUR / BUPATI / WALIKOTA*)

NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGBMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa Saudara .... NIP pangkat/golongan ruang
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelaj aran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2077;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2Ol7;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Pengembang Teknologi Pembelajaran dibawah ini:
a. Nama : .....
b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .,....
d. Unit kerja : ......
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran jenjang dengan angka kredit sebesar
(..............)

KEDUA r ... ,.....**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian _yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



-54-

ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-

PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE

DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

KEPUTUSAN
MENTBRI / PI MPI NAN LPNK / GUBBRNUR / BUPATI / WALI KOTA" )

NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP ......
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2Ol7;
4. Peraturan Badan l{epegawaian Negara Republik Indonesia Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:
a. Nama : ....
b. NIP r....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ....
d. Unit kerja : ....
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsionai Pengembang
Teknologi Pembelajaran jenjang dengan angka kredit sebesar
(............)

KEDUA : ... ......**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembaii sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro kepegawaianf Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH
DAFTAR USUI.A.N PENII.AIAN DAN PENETAPAN ANGXA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENOEMBANG TEKNOLOGI PEMBET-A.'ARAN

DAMAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBET-AJARAN AHLI PERTAMA
Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawar

A
T. Tempat dan Tangga-l Lahir

5. Jenis lielamin

6. Pendrdika:l yang diperhrtungkan angka kre<litnya
j
I Jabatan Pengembang Teknologi Pembelalaran/ TMT

8 Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR I{EGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1

a 4 7 I
I PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

I Doktor (S3)

2. Magrster (S2)

Sarjana/Diploma IV

B Pendidrkan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelalaran serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pengembang Teknologr Pembelajaran dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau Sertrfikat

i lamanya lebih dari 960 jam

2. lamanya antara 64I-96O jam

3. lamanya antara 481-640 jam
A lamanya antara 161-480 jam

5. lamanya antara 81- 160 jam

6. lamanya antara 3l -80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III

II PENC}I'M BANGAN'fEKNO LOGI PEM tsEI.AJARAN

A Analisis dan Pengkajian

Menganalisis kebutuhan teknologr penbelajaran berdasarkan
kurikulum yang berlaku sesuai dengan 1enis, jalur dan jenjang
pendidikan untuk :

Pengembangan media pembelajaran (sederhana, audio,
video. multimedia, multimedia interaktif, modul)
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 4 5 7 8

B. Perancangan

I Menyrrsun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis
Media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia
interaktif, modul)

2. Men5rusun standar layanan model/ aplikasi pembelajaran
berbasis media

3. Men5rusun pedoman/pancluan pengelolaan model pembelalaran
berbasis media

4. Men1rusun petunJuk pelaksanaan / pemanfaatan media
pembelajaran berbasis media

5. MenSrusun Garis Besar Isi Media (GBIM) media pembelajaran

6. Menlrusun rancangan (JM/ Flowhart/ Storyboard) pengembangan
bahan belalar media pembelajaran

c. Produksi media pembelajaran

I Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk:

a. media sederhana

b. audio

c. video

d. multimedia
e. multimedia rnteraktif
f bahaa belajar mandiri (modul)

2. Melakukan kegratan rembuk naskah (scnpt conference) untuk
nroduksi :

a. audio

b video

c. multimedia
d. multrmedia interaktif

3. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran
terhadap:

a. media sederhana

b. audio

c. video

d. multimedia
e. multimedia interaktif

4. Melakukan kegiatan uji coba prototipa :

a. media sederhana

b. audio

c. video

d. multimedia
e. multimedia interaktif
T. bahan belajar mandiri (modul)

5. Menlrusun naskah bahan penyerta media pembelajaran:

a. audio

b. video

C, multimedia
d. multrmedia interaktif

D. Implem ent asi Qtemanfaatan medta pembelajar an atau penerapan
model pembelajaran)

I Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan
media pembelajaran

2. Melaksanakan perintrsan dalam rangka pemanfaatan media
pembelajaran

2 Melaksanakan orientasi dalam rangka pemanfaatan media
pembelajaran

4. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga
kependidikan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran

5. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka
pemanfaatan media pembelaj aran

6. Melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan media
penibelajaran
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PE NGUSUL TIM PtrNILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 4 q 6 v I

7. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan
media pembelajaran

E. Pengendalian (Pemantauan)

Mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap
pemanfaatan m edia pembelaj aran

r{. Eva. uasl
I
I Meny'usun desain evaluasi untuk pemanfaatan media

pembelajaran
2. Menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media

pembelajaran
3. Melakukan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran

III PE GEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah cli tlidang pengembangan
teknologi pern belajaran

I Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengembangan teknologr
pembelaj aran yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian
yang bersangkutan

2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran yang tidak dipublikasikan, tetapi
didokumentasikan di perpustakaan :

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majalah

3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengembangan teknologi
pembelEaran yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. Da-lam bentuk malalah ilmiah yang cliakui oleh l{ementerian
yang bersangkutan

4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang pengembangan teknologi

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam majalah

5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengembangan
teknologi pembelalaran yang disebarluaskan melalui media

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan
ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus
memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
pengembangan teknologi pem belaj aran
I Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologr

pembelajaran yang dipublikasikan:
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasiona-l

b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional

'2. M ener.1 emahkan / m e nyadur di bid ang pen ge mbangan teknolo gr

pembelajaran yang tidak dipublikasikal:
a Dalam bentuk buku

b.
Dalam bentuk malalah yang diakui oleh Instansi yang
berwenang

C Penlrusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan
teknis di bidang pengembangan teknologi pembela.laran

1 Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang
pengembangan teknologi pembelaj ar an

2. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran

3. Menyusun ketentuan teknis di bidang pengembangan
teknolo gr pembelajaran
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA I(RB DIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 ? 4 (< 7 I

D Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak lauh

Melaksanakan kegiatan studi banding di bidang teknologi
pembela.;aran dan pendidikan terbuka/jarak jauh

JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III

IV PEN U NJANG TUGAS PENGEMBAN G TEKNO LOGI PEMBELAJARAN

A Pengajar/pelatih di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengembangan
teknologi pembelaj aran

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengembangan
teknologr pembelajaran

I Mengiku ti kegiatan semin ar / I okakary a I konferen si di bi dan g
pengembangan teknologi pembelajaran sebagai:

a Pemrasaran / penyaji / narasumber

b Pembahas /moderator
c Peserta

2. Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

a Ketua

b Arlggota

C Iieanggotaan dalam organisasi profesi

Menladi anggota organisasi profesi Nasional, sebagar:

I Pengurus aktrf

2 Anggota aktif
D Keanggotaal dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelaj aran

B Perolehan penghargaan / tanda j asa

M emp eroleh Pen ghar gaan / tanda j asa Satyalancana Karyasatya

I 3O (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun
3 1O (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tjdak sesuai dengan bidang
tugasnya

I Sarjana (S 1)/Diploma IV

2. Magister (S2)

? Doktor {S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan JenJang jabatan di atas/di bawah *f

1 2 3 4 5 6 .7
I 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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v LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .. . . . ..

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....

4 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penun1ang

6. dan seterusnya

VI Catatan Pejabat Pengusul :

].

2.

4. dan seterusnya

(labatan )

(nama peJabat pengusul 
)

VII Catatan Anggota Tim Penilai :

1

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai

(Nama Penilai II )

NIP

VIII Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2

3

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilar,

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 3b

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PEI^A.KSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBEL,{.'ARAN

CONTOH
DAFIAR USULAN PENII-AIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNCSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DAFTAR USULAN PBNILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PBNGEMBANG TBKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran/ TMT

B Masa Kerla golongan lama

9. Masa l(erja golongan baru

10. Unit Kerla

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PBNILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 3 4 6 7 I

I PENDIDII{AN
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

I Doktor (S3)

2. Magrster (S2)

3. Sarjana/Diploma IV

B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologr Pembelalaran serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan darn pelertrhan fuugstonal/teknis Jabatan
Fungsronal Pengembang Teknologi Pembelajaran dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
Sertifikat

I lamanya lebih dari 960 jam

2. lamanya antara 641-960 jam

3. lamanya antara 481-640 jam

4. Iamanya antara 16 1-480 1am

5. lamanya antara 8 1- 16O jam

6. lamanya antara 31-80 jam

7. lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III

II PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBBLAJARAN

A Analisi s dan Pengka.ltan

I M enganalisis ke butuhan teknol ogr pem belaj aran tre rdasarkan
kurikulum yang beriaku sesuai dengan jenis, talur dan JenJang
pendidikan untuk hlperm edia pembelajalar-t

2. Melakukan studt kelayakan pengembangan teknologi
pembela.yaran (media/model/aplikasi) sebagai Anggota Tim
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN
ANGKA KRBDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL T M PEN LAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 J 4 6 7 8

B. Perancangan

I Menlrusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis
hypermedia

2.
Men5rusun standar layanan model/ aplikasi pembelajaran berbasis
hypermedia

3. Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran
berbasis hypermedia

4. Menlrusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media
pembelajaran berbasis hypermedia

5 Menyusun Garis Besar lsi Media (GBIM) hypermedia
6 M en5ru su n rancan gan (J M / Flowhar t / Storybo arcl) pen gemban gart

bahan belalzr media hypernredia

C. Produksi media pembelalaran

I Menyusun naskah medra pembelalaran dalam bentuk hypermedia

2. Melakukan kegratan rembuk naskah (scnpt conference) untuk
produksi hypermedia

3. M enyutradarar / m e mim p in / m enyelia pro duksi me dia pembelaj aran
dalam bentuk:

a. media sederhana

b. audio
c. video

d. multimedia
e. multrmedia rnteraktif
f bahan belajar mandiri (modul)

ob' hypermedia
A+. Melakukan kegratan previu hasil produksi media pembelajaran

terhadap hypermedia

5. Melakukan kegiatan u.;i coba prototipa hypermeclia

6.
Menyusun naskah bahan pcnyerta media pembelajaran
hypermedia

D. Implementasi Qtemanfaatan media pembelajaran atau penerapan model
pembelalaranl

I Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan
hypermedia

2. M elaksanakan p erintisan dalam rangka pem anfaatan hypermedia

3. Melaksanakan orientasi dalam rangka pemanfaatan hlpermedia

4. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga
ke pendidikan dalam rangka pem anfaatan hyperme dia

5. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka
pemanfaatan hypermedia

6. Melakukan fasilitasi daiam rangka pemalfaatan hypermedia
Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan
h-vpermedia

E. Pengendalian ( Pemantau an)

Mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap
pemanfaatan hypermedia

F. Evaluasi

i Menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia

2. Men5rusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia

3. Melakukan evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia
III PENGBMBANGAN PROFESI

A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR I(trGIATAN

ANGKA KRET T MENURUT

INSTANSI PE NGUSUL T M PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 o 8

I Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/ surveil evaluasi di bidang pengembangan teknologi
pembelaj aran yang dipu blikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b, Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian
yang bersangkutan

2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelit:.anl
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengembangan teknologi
pembelaj aran yang tidak diputrlikasikan, tetapi didokumentasikan
di perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majalah

3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendin di bidang pengembangan teknologi
pembelaj aran yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. Dalam bentuk malalah ilmiah yang diakui oleh Kementenan
yang bersangkutan

4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang pengembangan teknologi
pembelajaran yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasrkan
di perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku

b. Dalam majalah
5, Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengembangan

teknologi pembelajaran yang disebarluaskan melalui media massa
yang merupakan satu kesatuan

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan

B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
pengembangan teknologr pembelajaran

I Mener.jemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional

2. M enerj emahkan / men_yadur di bicl an g p engemban gan te knologr
pembelalararn yiing tidak dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku

b.
Da-lam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang
berwenang

C Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan
teknis di bidang pengembangan teknologr pembelajaran

I Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang
pengembangan teknologi pembelaj aran

2. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengembangan
teknolo gi pem belaj aran

3. Menyusun ketentuan teknis di bidang pengembangan
teknologi pembelajaran

D Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi
pembela;aran dan pendidikan terbuka/jarak jauh

Melaksanakan kegiatan studi banding di bidang teknologi
pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh

JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III

IV PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TBKNOLOGI PEMBELAJARAN

A Pengajar/pelatrh di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

Mengajar/melatrh yang berkaitan dengan brdang pengembangan
teknologr pembelajaran

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengembangan
teknologr pembelajaran
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

AN iKA KREDIT MB URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

l 2 3 4 5 6 7 B

I
I Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di tlidang

pengembangan teknologi pembelajaran sebagai:

a Pemrasaran / penyaji / narasumber

b Pembahas /moderator
C Peserta

'2. Mengikuti /ber-peran serta sebagai delegasi ilmiah sebagar:

a Ketua

b Anggota

C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, sebagar:

I Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Pengembang Teknolo gr Pem belaj aran

r. Perolehan penghargaan / tanda jasa

M emp eroleh Pe n ghargaan / tanda j asa Satyalancana Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun
3. 10 (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Magrster (S2)

3. Doktor (53)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

2 3 4 5 (l a 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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v LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .... ...

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....,.

+. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

VI Catataa Pejabat Pengusul :

1.

2.

3.

4 dal seterusnya

(nama pelabat pengusul )

VII Catatan Anggota Tim Penilai

].

2.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP,

VIII Catatan Ketua Tim Penllai :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP
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ANAK LAMPIRAN 3c

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
]EPUBLIK INDONESIA

i;S?i: Hff ffiT?"**.O*^O" PEMBINAAN

JAI}ATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
?EMBEI-A.IARAN

CONTOH
DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOI-OGI PEMBELA.'ARAN

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENBTAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGBMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA
Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

I
I Nama

2. NIP
3 Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pe ndidikan yang diperhitun gkan angka kreditnya

7. Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran/ TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerla

UNSUR YANG DINILAI

NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
l t) 3 4 6 8

I PENDIDIKAN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ilazahf gelar

Mengikutr pendidikan sekolah dan memperoleh ljazalt' I gelar

I Doktor (53)

2. Magrster (S2)

3. Sarjana/Diploma IV

B Pendidikan dan p elatihan fun gsional / teknis J abatan Fun gsion al
Pengembang Teknologi Pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengikutr pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau Sertifikat

I lamanya lebih dari 960 jam

2. lamanya antara 641-960 jam

3. lamanya antara 481-640 jam
A
T. lamanya antara 161-480 jam

5. lamanya antara 81- 160 jam

6. lamanva antara 31-80 iam
lamanya kurang dart 301am

C Pendidikan dan pelatihan Pralabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatrhan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III

II PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

A Analisis dan Pengkajian

1 M enganali si s kebutuhan teknolo gi pembelaj aran berdasarkan
kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang
pendidikan untuk :

a. Model e-pembelajaran
b. Aplikasi e-pembelajaran

2. Melakukan studi kelayakan pengembangan teknologi
pembelajaran (media lmodellaptikasi) sebagai Ketua Tim
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR I(EGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 c 4 6 8

B. Perancangan

I Menlrusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-
pembelajaran

2.
Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran
berbasis e-pembelaj aran

3. Meny'usun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran
berbasis e-pembelalaran

4. M en5ru sun p etunj uk p e laksanaan / pem anfaatan me dia
pembelaj aran berbasis e -pembelaj aran

c. Froduksi me dia pem belaj aran

Memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis TIK

l). Implem ent asi Qtemanfaatan media pemb elaj ar an atau pener apan
model pembelajaranl

t Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan
aplikasi/ model e-pembelajaran

2. Melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan aplikasi/
model e-pembelajaran

3. Melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/
model e-pembela.;aran

4. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga
kependidikan dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-

pemtlelajaran

5 Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan
aplikasi/ model e-pembelajaran

6. Melakukan fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-
pembelajaran

7. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka penerapan
aplikasi/ model e-pembelajaran

E. Pengendalian (Pemantauan)

Mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap:

I penerapan model e-pembelajaran

2. pemanfaatan aplikasi e -pembelaj aran

F. Eva. uasl
I Menlrusun desain evaluasi untuk penerapan model e-

pembelajaran

2 Menymsun instrumen evaluasi untuk penerapan model e-

pembelajaran

3 Melakukan evaluasi untuk pcnerapan model e-pembelajaran

III PE GEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan
teknolo gi pembelal aran

1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengembangan teknologr
pembelaj aran yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementenan
yang bersangkutan

2. Memtruat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran yang tidak dipublikasikan, tetapi
didokumentasikan di perpu stakaan :

a. Dalam bentuk buku

b. Dalam bentuk maialah
? Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tirlauan atau ulasan

ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengembangan teknologr
pembelaj aran yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkal secara
nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian
yang bersangkutan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 2 4 5 6 I

4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang pengembangan teknologi
pembelajaran yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku

b. Dalam malalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengembangan

teknologr pembelajaran yang disebarluaskan melalui media
massa yang merupakan satu kesatuan

6. Menyamparkan prasaran berupa trnjauan, gagasan, atau ulasan
ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus
memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
pengembangan teknologi pem belaj aran

I M enerj em ahkan / m enyadur di bidang penge mbangan teknolo gi
pembelaj aran yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasiona-l

b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional
2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi

pembelaj aran yang tidak dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang

berwenang
C Penyrsunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan

teknis cli bidang pengembangan teknologi pembelajaran

1 Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang
pengembangan teknolo gr pembelajaran

2. MenSrusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengembangan
teknologr pem belaj aran

3. Menyusun ketentuan teknis di bidang pengembangan
teknologi pembelaj aran

D Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh

Melaksanakan kegiatan studi banding di bidang teknologi
pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh

JUML"A.H UNSUR UTAMA I SD III

IV PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

A Pengajar/pelatih di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

M en gaj ar / m elatih yang berkaitan d engan bidang pengemb an gan
teknologr pembelaj aran

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengembangan
tekn ologr pem belaj aran

Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
pengembangan teknologi pembelalaran sebagai:

a Pemrasaran / penyali / narasumber

b Pembahas /moderator
c Peserta

2. Mengikutr /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sehagar:

a Ketua

b Anggota

C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, sebagai:

I Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai
rrJcr r55 rr6

E Perolehan penghargaan / tanda j asa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana I{aryasatya

I 30 (tiga puluh) tahun
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A GI(A I{RE DIT MENURU

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 4 6 8

2, 20 (dua puluh) tahun
3. 1O (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya

I Sarjana (S 1)/ Diploma IV

2. Magister (S2)

3. Doktor {S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG



- 7t -

Butir Keglatan Jenjang Jabatan di atas/di bawah *)

1
I 2 3 4 5 6 7 I

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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v LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .... ...

2 Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyalaan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6- clan seterusnya

NIP-

VI Catatan Pejabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(.labatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

VII Catatan Anggota Tim Penilai :

1

z.

?

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

{Nama Penilai Il )

NIP

VIII Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama 
)

NIP.
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CONTOH
DAF'TAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

INSTANSI :

ANAK LAMPIRAN 3d

PERATURAN BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA

RBPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2OI8
TENTANG PETUNJUK PELAI{SANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEI{NOLOGI

PEMBELAJARAN

DAMAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI UTAMA
Nomor:

MASA PENILAIAN

Bulan ............. s

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri l{artu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran/ TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

JUMLAH

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

Doktor (S3)

Magrster (S2)

Sadana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatrhan fungsional/teknis Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengikutr pendidikan dan pelatrhan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pengembang Teknologr Pembelajaran dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau Sertifikat

iamanya lebih dari 960 jam
lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam
lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81-160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikutr penclidikan clan pelatihan pralabatan

Pendidikan dan pelatihan Pratabatan Golongan Iil

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Analisis dan Pengkajian

Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan
kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang
pendidikan untuk :

Model pembelajaran kompleks

Inovasi teknologi pembelajaran



NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PE \IILA]

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
2 3 4 5 6 7 8

B. Perancangan

I Men5rusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis
pembelajaran kompleks

2.
Menyusun standar layanan model/ aplikasi pembelajaran
berbasis pembela.laran kompleks

3 Menymsun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran
berbasis pembelaj aran kompleks

A'+. Men5ru sun petunjuk pelaksanaan / pemanfaatan media
pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks

C. I m ple m en tasi Qte ma nfa at an me di a p e mb e I a1 ar a n atau pe n er ap an
model pembelajaran)

I Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan
pembelaj aran kompleks / inovasi teknolo gi p emb elaj aran

2.
M elaksanakan perinti san dalam rangka pe n erapan
pembela;aran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran

3.
M elaksanakan orientasi dalam rangka penerapan pem belaj aran
kompleks / inovasi teknologi pembelaj aran

4. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga
kependidikan dalam rangka penerapan pembelajaran
kompleks/inovasi teknologi pembelajaran

5. Melakukan kegratan layanan konsultasi dalam rangka
penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi

6. Melakukan fasrlitasi clalam ratrgka penerapan pembelajaran
kompleks/ inovasi teknologr pembelajaran

7. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka penerapan
pembelajaran kompleks/inovasi teknologr pembelajaran

8. Melakukan kolaborasi implementasi model e-pembelajaran

D. Pengendalian ( Pemantauan)

Mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap:

I penerapan model pembelajaran kompleks

2. penerapan inovasi teknologr pembelajaran

E. Eva uasl

I Menlusun desain evaluasi untuk:
a. penerapan model pembelajaran kompleks

b. penerapan inovasi teknologi p embelaj aran

2. Menyusun instrumen evaluasi untuk:

a. penerapan model pembelajaran kompleks

b. penerapan inovasi teknologr pembelajaran

3. Melakukan evaluasi untuk:
a. penerapan model pernbelajareur kompleks

b. penerapan inovasi teknologi pembela.;aran

4. Melakukan evaluasi aplikasi e-pembelalaran

III PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengemLrangan
teknologr pembelaj aran

I Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengembangan teknologi
pembelaj aran yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian
yang bersangkutan

2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengembangan teknologr
pembelajaran yang tidak dipublikasikan, tetapi
didokumentasikan di perpustakaan :

a. Dalam trentuk bttku

b. Dalam bentuk malalah
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

AI\ GKA KRE )IT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 4 6 7 B

3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendin di bidang pengembangan teknologi
pembelaj aran yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementenan
yang bersangkutan

4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang pengembangan teknologi
pembelajaran yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan di perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku

b. Dalam maialah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengembangan

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan
ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus
memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan larnnya di bidang
pengembangan teknologr pembelaj aran

I Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

b. Dalam bentuk majalah ilmiah trngkat nasional
2.

a. Dalam bentuk buku

b.
Dalam bentuk malalah yang diakui oleh Instansi yang
berwenang

PenSrusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan
teknis di bidang pengembangan teknologr pembelajaran

I Merr.Jrusun buku pedoman pelaksanaan cli bidang
pengemban gan teknologi pembela.laran

2. Menlrusun ketentuan pelaksanaan di bidang
pengemban gan teknolo gi pembelaj aran

3. Menyusun ketentuan teknis di bidang pengembangan
teknologr pembelaj aran

D Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi
pembelajaran dan pendidikan terbuka/:arak jauh

Melaksanakan kegiatan studi banding di bidang teknologi
pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh

JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III

IV PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

A Pengajar/pelatrh di bidang pengembangan teknologi pembelajaran

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang
pengemb angan teknologr pembelaj aran

B Peran serta dalam seminar/lokakarya di biclang pengembangan
teknologi pembelaj aran
I Mengikuti kegratan seminar/lokakarya I konferensi di bidang

pengembangan teknologi pembelajaran sebagat:

a. Pemrasaran / penyaj i / narasumber

b. Pembahas /moderator

c. Peserta

2. Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

a. Ketua

b. Anggota

L- Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, sebagai:

I Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilar Kinerja Jabatan Fungsional
Pe n gemb ang Teknologi Pembelaj aran
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KRE DIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JU M I-AH LAMA BARU JUMLAH

1 2 4 6 7 B

Perolehan penghargaan / tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun
2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun

F Perolehan gelar kesarjanaan larnnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya

1 Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Magister (S2)
.) Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan JenJang jabatan dt atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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v LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4, Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

VI Catatan Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

VII Catatan Anggota Tim Penllai

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP.

VIII Catatan Ketua Tim Penilai

t.
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 4

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONBSIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TBKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis Pengembang Teknologi
Pembelajaran sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

2 3 4 5 6 7 B

1

2.
3.
4.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

t ""'

Atasan Langsung



-80-

ANAK LAMPIRAN 5

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

.JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

teknologi pembelajaran sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 6 7 6

I
2.
3.
4.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 6

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2OI8
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PBRNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah rnr:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit keria

Telah melakukan kegiatan pengembangan

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PBNGEMBANGAN PROFESI

profesi sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Ke terangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 B

2.

3.
4.

5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 7

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONBSIA

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

PENGEMBANG TEKNOLOGI PBMBELAJARAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
P angkat I golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
P angkat I golongan ruan g/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

2 3 4 6 7 B

1

2.

3.

4.
5.

dst
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REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN

DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG

TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit *)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-
nama pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan bukti fisiknya, sebagai

berikut:

NO NAMA/NIP JABATAN
PANGKAT/

GOLONGAN RUANG
UNIT KERJA

t

2

3

dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja

NIP.

*) Tulis nama jabatan



-84-

ANAK LAMPIRAN 9

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN Ditetapkan di .

Pada tanggal
Tembusan disampaikan kepada:
1. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;*) Nama Lengkap
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan NIP. .

5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

I KETERANGAN PERORANGAN
'| Nama
2 NIP
3 Nomor Seri I{ARPEG
4 Pangkat/ Golongan ruang TMT
5 Tempat dan Tanseal lahir
6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan vans diperhitunqkan anska kreditnya
8 Jabatan Fungsional/TMT

9 Masa I(er.1a Golongan
Lama
Baru

10 Unit Keria

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

A Pendidikan Sekolah

B Angka Kredit Penjenjangan

I UNSUR UTAMA
a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan

Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertihkat

b. Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran
c. PengembanganProfesi

Jumlah Unsur Utama

2 UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang Pengembang Teknologi
Pembelaiaran

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan

III DAPAT/TIDAK DAPAT-) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN . .... I
PANGKAT/GOLONGAN RUANG ....

*) Coret yang tidak perlu
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TBNTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEI{NOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

KEPUTUSAN
MENTERI / PIMPI NAN LPNK/ GUBERNUR / BUPATT /WALIKOTA-)

NOMOR
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELA.JARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI / PI MPI NAN LPNK/ GUBERNUR / BUPATI /WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pengembang Teknoiogi Pembelajaran
yang lowong, Saudara .. NIP jabatan . pangkat/golongan
ruang .. telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam
jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7:
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OI7;
+. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : ,....
Dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang

j;;j;;; :: tffi"iffif,1f,:1f,"::il31i'::'T'r:: l::::i::l,P"u'tajaran
KEDUA : ... ... **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5, Pejabat lain yang dianggap perlu.

") Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu,
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ANAK LAMPIRAN 11

PERATURAN BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PBMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TBKNOLOGI

PBMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI

JABATAN FUNGSIONAL PENGBMBANG

TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

KEPUTUSAN
MENTERI / PIMPI NAN LPNK/ GUBERNUR / BUPATI /WALIKOTA-)

NOMOR
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran karena ......**);

b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu meiakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor .... '

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pengembang Teknologi
Pembelajaran:
a. Nama : ....
b. NIP : ....
c. PangkatlGolongan ruang/TMT :

d. Jabatan : ....
e. Unit Kerja : ....

KEDUA :.... ...***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ..
pada tanggal .......................

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negaraf Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,

tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2OI8
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MBNTERI / PIMPI NAN LPNK/ GUBBRNUR / BUPATI /WALI KOTA*)

NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI PEMBBLAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI / PI M PI NAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/ golongan ruang
jabatan ........., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2Ol7;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2Ol7;
+. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor.,...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ... ... ... .. mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT r ....
d. Unit kerja : ....
Dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang ... dcngan angka
kredit sebesar ..(... .... ....)

KEDUA : ... .........**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian -yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro /

Bagian Keuangan yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 13

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2OI8
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PBNGBMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENYESUAIAN / INPASSING

KEPUTUSAN
MENTERI / PI MPINAN LPN K/ GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA- )

NOMOR
TENTANG

PENY E SUAIAN / INI% SS/ITG DALAM JABATAN FUNGS IONAL PENGE MBANG TEKNOLO GI
PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI / PI MPINAN LPNK/ GUBERNUR / BUPATI /WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP .

jabatan ....pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran melalui penyesuaian I inpasslng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2O).7;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ....;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU : mengangkat:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....
Terhitung mulai tanggal . disesuaikanlinpassing dalam Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang dengan angka kredit
sebesar ..(.......)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:
i. Kepala Badan Kepegawaian Negaraf Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*) ;

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.


